
KOMISI PEMIL IHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

K E P U T U S A N K O M I S I PEMIL IHAN UMUM K A B U P A T E N P U R W O R E J O

NOMOR 524 TAHUN 2023 

TENTANG

P E M B E R H E N T I A N DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNG  

SUARA D E S A M U D A L R E J O KECAMATAN LOANO K A B U P A T E N P U R W O R E J O 

UNTUK PEMIL IHAN UMUM TAHUN 2024 

K E T U A K O M I S I PEMIL IHAN UMUM K A B U P A T E N P U R W O R E J O , 

Menimbang : a. bahwa u n t u k me laksanakan ketentuan Pasa l 38 dan 

Pasa l 39 Peraturan Komis i Pemi l ihan U m u m Nomor 8 

T a h u n 2022 tentang Pembentukan dan Ta ta Kerja 

B a d a n Adhoc Penyelenggara Pemi l ihan U m u m dan 

Pemi l ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan 

Wak i l Bupat i , dan Wal ikota dan Wak i l Wal ikota, m a k a 

dengan Keputusan Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten 

Purworejo Nomor 8 T a h u n 2023 telah ditetapkan 

Pengangkatan Anggota Pani t ia Pemungutan S u a r a 

se-Kabupaten Purworejo u n t u k Pemi l ihan U m u m 

T a h u n 2024; I 

b. bahwa Sdr i . E m a Nurmawant i anggota Panit ia 

Pemungutan S u a r a Desa Mudalrejo telah mengajukan 

pengunduran dir i dengan a lasan yang dapat diter ima 

sebagai anggota anggota Pani t ia Pemungutan S u a r a 

Desa Mudalrejo Keeamatan Loano mela lui Sura t 

Pernyatan Pengunduran dir i pada tanggal 02 Mei 2023 ; 

c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komis i Pemil ihan 

U m u m Kabupaten Purworejo yang has i lnya d i tuangkan 

da lam Ber i ta Acara Nomor 81/PP .04 .1 -BA/3306/2023 

tanggal 15 Mei 2023 telah menetapkan Sdr i . Novi 

Rachmawat i sebagai anggota Pani t ia Pemungutan 

S u a r a Desa Mudalrejo Kecamatan Loano; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten Purworejo tentang Pemberhentian dan 

Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa 

Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo 

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 574); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 
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Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota; 

  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 

2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Tahun 2024; 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 15 Tahun 2022 telah ditetapkan 

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 

se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum 

Tahun 2024; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan 

Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten 

Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; 

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Honorarium Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum Tahun 2024; 

 

Memperhatikan  :   Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 

Nomor 81/PP.04.1-BA/3306/2023 tentang Rapat Pleno 

Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) Desa Mudalrejo Kecamatan Loano 

Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PURWOREJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN 

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 

DESA MUDALREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN 

PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. 

KESATU  : Menetapkan pemberhentian dengan hormat: 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Alamat 

1. Ema Nurmawanti Perempuan Mudalrejo RT 001 

RW 001 
 

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa 

Mudalrejo Kecamatan Loano dengan alasan 

Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat  diterima. 

KEDUA   :  Menetapkan dan Mengangkat: 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Alamat 

1. Novi Rachmawati Perempuan Kalongan 2 RT 

001 RW 004, 

Mudalrejo, Loano 

 

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa 

Mudalrejo Kecamatan Loano untuk Pemilihan Umum 

Tahun 2024. 

KETIGA  : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan 

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat 

kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung 

sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal 

Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. 
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KELIMA : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan 

Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa 

Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KEEMPAT diperpanjang dan dibubarkan 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan 

dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan 

atau Pemilu Lanjutan. 

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas 

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 

2024. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Purworejo 

 Pada tanggal 15 Mei 2023 

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN PURWOREJO,  

 

 ttd. 

 

 DULROKHIM 
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